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PUTUSAN
Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Tgr
APk 7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidomukti, 20 Juli 2000, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx X, Xx
XX, XXXX XXXXXX XXXXXX, Kecamatan Muara
Kaman, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jombang, 15 November 1995,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXX XXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx X,
xx xx, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu,
XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXXXXXXX,  Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Tgr,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 05 Maret 2020 terdaftar pada Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXKK XXXXK XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXxxxX, dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 0047/002/111/2020 tanggal 05 Maret 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan
bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di XXXX XXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan.
Kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah sewaan di Kecamatan
Muara Kaman selama 2 bulan. Dan terakhir bertempat kediaman dirumah
milik orang tua penggugat di XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakarang terjadi dikarenakan :

5.1 Tergugat sering cemburu berlebihan kepada penggugat, ketika
penggugat keluar rumah tergugat sering menuduh penggugat
mempunyai laki-laki lain;

5.2 Tergugat sering bohong kepada penggugat dalam hal pekerjaan,
seperti pada saat Tergugat mengatakan bahwa ingin berangkat kerja
namun Tergugat tidak pergi ketempat kerja;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Oktober tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN
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KUTAI KARTANEGARA dan tergugat bertempat tinggal di xxxx x, RT 10,
XXXX XXXXX XXXX, Kecamatan Muara Kaman, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 Bulan, maka
hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kartena
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan
dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cg. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim terlah berupaya memberikan nasihat kepada
Penggugat agar bisa kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadda
dan rahmah dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak
berhasil;
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Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut
bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu maka
Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti sebagai berikut:

[. BUKTI SURAT:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Muara Kaman, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX Nomor 0047/002/111/2020
tanggal 05 Maret 2020 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua
majelis diparaf dan diberi tanda (P);
[I. SAKSI-SAKSI:
1. XXX, umur 231ltahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong,
XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXXXXXXX. Telah memberi keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah XXX Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami
isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah sewa dan terakhir di tempat di rumah milik orang tua
Penggugat di Desa Cipari Makmur, Muara Kaman dan hingga kini
belum dikaruniai anak;
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- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak tahun 2020 tidak rukun dan harmonis karena rumah
tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih
dan bertengkar serta Penggugat sering mengeluhkan kondisi
rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
sering cemburu, dan nafkah yang kurang dari Tergugat, karena
Tergugat jarang bekerja ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;

- Bahwa pada sejak Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat
agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak
berhasil;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2.  SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXXXXXXX. Telah memberi keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah XXX Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah milik orang tua Penggugat di Muara Kaman dan hingga
kini belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak tahun 2020 tidak rukun dan harmonis karena rumah
tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan
pertengkaran;
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- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan Penggugat sering mengeluhkan kondisi rumah
tangganya kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah
Tergugat sering cemburu, dan nafkah yang kurang dari Tergugat,
karena Tergugat jarang bekerja ;

- Bahwa pada sejak Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha menasihati
Penggugat dan Tergugat agar bisa tetap mempertahankan rumah
tangganya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di
persidangan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan
keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah
memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg
juncto. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada
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Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya
untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh
pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim
akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan
fotokop Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas
sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk
mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian,
maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,
sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, juncto. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1)
mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh
karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat
lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan
petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2)
telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2020
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkarena yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu berlebihan
dan sering berbohon kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal hingga saat ini sejak bulan Oktober 2021 hingga saat
ini dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist
Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149 yang
sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Jldloly)) ad §> Y plls 5g8 cm pld puoluwall PS> go 2SI Gl o5 o
(osiad
Artinya : 7 Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:
ade oSy ainlly seeall glow > o jjsigl apleid o lax] iz 0lg
(V€9-Y- 1Y)
Artinya : “ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh

pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1261/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap
di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan
Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat
dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan
Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan
Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat
diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat
diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta
orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
juncto. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka
Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar
keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan seorang saksi yang
selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama
Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti
tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301
R.Bg., juncto. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun
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2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki legal
standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula
menghadirkan seorang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan
Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat (Suwari bin
Wasis dan M. Sayudi bin Poniman) telah memberi keterangan dibawah sumpah
mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi
mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu, dan nafkah yang kurang dari
Tergugat, karena Tergugat jarang bekerja. Antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu tiga bulan hingga saat ini. Saksi telah
berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak
berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka
keterangan seorang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang
dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
sejak tanggal 05 Maret 2020 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saat inii rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
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yang disebabkan karena masalah Tergugat sering cemburu, dan nafkah
yang kurang dari Tergugat, karena Tergugat jarang bekerja ;

- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini yang hingga kini telah
berlangsung dalam tenggat waktu tiga bulan dan tidak saling
memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim
menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)
tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah
satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan maupun
sikap Tergugat yang sering cemburu, dan nafkah yang kurang dari Tergugat,
karena Tergugat jarang bekerja telah memicu pertengkaran yang
mengakibatkan ikatan bathin kedua belah pihak telah rapuh dan terurai dari
sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk
dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan
mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau mafsadat daripada maslahat

bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
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menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan
dengan dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab A/l Igna Juz Il halaman 133 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:
aillo uolall ade 3l gz ) azg )l st pas aiwl Ols
Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah

mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :
el Ol zosll Clicl of azg )l di olal s blges s 15

oYl o cuolall jxes logl Gol ou smisdl plgs azo Blay Lo

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengah
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya
dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh
Pengadilan Agama Tenggarong, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai
pihak, baik keluarga Penggugat, mediator maupun majelis hakim yang

memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga
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perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26
Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi
pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada
yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga
yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum,
karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat
sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember
2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh
kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M\H. sebagai Ketua Majelis,
Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.l., M.H. Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
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Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.
Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00

2. Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp  900.000,00

4 Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.020.000,00
(satu juta dua puluh ribu rupiah)
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